
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pelawan, 13 Maret 1963, agama

Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Desa  Pelawan, Kecamatan  Pelawan, Kabupaten

Sarolangun, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat,  tempat dan tanggal lahir Lubuk Sepuh, 31 Desember 1959,

agama Islam,  pekerjaan Swasta,  Pendidikan Sekolah

Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bengkel

Resmi  Honda  (Ahass)  Lama, RT 15  Sri  Pelayang,

Kelurahan  Sarolangun  Kembang, Kecamatan

Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi

di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2019

telah mengajukan  gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama,  dengan  Nomor  228/Pdt.G/2019/PA.Srl,  tanggal  24

September 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada

hari Kamis tanggal 05 Pebruari 1981, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarol

angun Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/38/II/2003, seri

AJ tanggal 17 Februari 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapka

n sighat ta`lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dir

umah orangtua Penggugat selama 1 bulan, Kemudian Penggugat dengan T

ergugat pindah kerumah kontrakan di Sarolangun selama 1 tahun, Kemudia

n Penggugat dengan Tergugat  pindah kerumah kediaman bersama sebaga

imana alamat Tergugat diatas sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidu

p bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai  6 orang

anak yang bernama : 1. Anton Sujaro bin M. Sapani umur 37 tahun, 2. Muh

ammad Subhan bin M. Sapani umur 36 tahun, 3. Astreanto bin M. Sapani u

mur 33 tahun, 4. Sadam Husen bin M. Sapani umur 28 tahun, 5. Putri Wula

ndari binti M. Sapani umur 22 tahun, 6. Zakiah Tussolaha binti M. Sapani u

mur 17 tahun,

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saj

a selama 3 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat denga

n Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu

Tergugat selalu pacaran dengan wanita lain bahkan Tergugat sampai menik

ah lagi;

5. Bahwa Pengugat serta pihak keluarga telah berusaha untuk menasihati Ter

gugat bahkan Tergugat telah membuat perjanjian kepada Penggugat namu

n Tergugat tidak pernah mau berubah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergu

gat terjadi pada tanggal 14 Agustus 2019 disebabkan bahwa Penggugat tid

ak sanggup lagi dengan dengan sikap Tergugat, akibat dari kejadian terseb

ut sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 3 minggu lamany

a dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan n

afkah wajib kepada Penggugat;
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7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa

tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi ber

umah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud berc

erai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam per

kara ini; 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat memohon kepada

Pengadilan  Agama  Sarolangun,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

Subsider :

Atau  apabila  Ketua  Pengadilan  Agama  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat

dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah menempuh proses

mediasi  dengan  mediator  dari  Hakim  Pengadilan  Agama  Sarolangun,

M.Mustalqiran  T,  S.H.I.,  M.H.,  sebagaimana  laporan  mediator  tanggal  02

Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  Hakim  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

telah memberikan jawaban sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini,

yang  pada  pokoknya  Tergugat  tetap  ingin  mempertahankan  rumah  tangga

bersama Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:
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A.  Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 57/38/II/2003, seri AJ tanggal 17 F

ebruari 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut, Kabupaten

Sarolangun (P);

Bahwa  surat  bukti  berupa  fotokopi tersebut,  telah  dicocokkan

dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup

serta telah dinazegelen;

B.  Saksi:

1. M. Soleh bin Ahmad, umur 64 tahun,  agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Rantau Tenang, RT

03, Kecamatan  Pelawan, Kabupaten  Sarolangun, di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1980-an;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

membina  rumah  tangga  di  rumah  orang  tua  Penggugat  namun

hanya sebentar, kemudian mereka mengontrak selama kurang lebih

1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri sampai sekarang; 

- Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai anak 6 orang anak; 

- Bahwa  kehidupan rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 5 (lima )

tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah

lagi dengan  perempuan lain dan tinggal di Jambi, Tergugat jarang

balik ke rumah Penggugat sebagai isteri resmi.; 

- Bahwa  saksi  pernah  ikut  mendamaikan  Penggugat  dengan

Tergugat; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama anaknya dan Tergugat

tinggal di Jambi dan kadang-kadang tinggal di rumah milik mereka

berdua yang di Desa pelawan; 

- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak lagi berkomunikasi, karena

mereka  sudah  tidak  serumah,  komunikasinya  hanya  di  kantor

Pengadilan Agama saat Penggugat dan Tergugat bersidang; 

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi memberi nafkah untuk Penggugat,; 

- Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berupaya

mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak

berhasil;

2. Mahpuz bin Harun, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan  Wiraswasta,  bertempat  tinggal  di  Kampung  Simpang

Bedeng, Desa  Pelawan, RT  06, Kecamatan  Pelawan, Kabupaten

Sarolangun, di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah adik sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1980-an saat

saksi masih kecil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di  rumah sendiri

sampai sekarang;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  dari  pernikahan  tersebut  telah

dikaruniai anak 6 orang anak;

- Bahwa lebih kurang 5 (lima ) tahun yang lalu rumah tangga mereka

tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah
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lagi dengan  perempuan lain dan tinggal di Jambi, Tergugat jarang

pulang ke tempat tinggal bersama; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

kurang lebih 3 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat; 

- Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  anaknya,  sedangkan

Tergugat tinggal di Jambi dan kadang-kadang tinggal di rumah milik

mereka berdua yang di Desa pelawan; 

- Bahwa setahu saksi mereka sudah tidak lagi berkomunikasi, karena

mereka sudah tidak serumah; 

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi memberi nafkah untuk Penggugat,; 

- Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berupaya

mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak

berhasil;

Bahwa  Hakim  telah  memberi  kesempatan  kepada  Tergugat  untuk

menghadirkan  alat  bukti,  namun  Tergugat  menyatakan  tidak  menyampaikan

alat bukti;

Bahwa  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, hakim terlebih

dahulu  akan  mempertimbangkan  kewenangan  Pengadilan  Agama  untuk

mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah diatur dalam Pasal 49 huruf a

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat
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(1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 sebagaimana  telah  diubah  yang

kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  (Fotokopi  Duplikat  Kutipan

Akta  Nikah)  yang  telah  bermeterai  cukup,  di-nazegelen,  dan  cocok  dengan

aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai

hubungan suami istri  Penggugat dan Tergugat,  sehingga bukti  tersebut telah

memenuhi syarat formil  dan materiil,  serta mempunyai kekuatan pembuktian

yang sempurna dan cukup,  sesuai  Pasal  285 R.Bg  juncto Pasal  1870 KUH

Perdata;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian,  Pengadilan  Agama  Sarolangun

berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  dan  Penggugat  memiliki

kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat hadir  di  persidangan,  kemudian  Hakim  telah  berupaya

mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7

ayat  1  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Tahun  2016,  Hakim

mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  pernyataan  mediator  Hakim

Pengadilan Agama Sarolangun, M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H., bertanggal 02

Oktober 2019, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang,  bahwa  pokok  gugatan  Penggugat  adalah  bahwa  Penggugat

memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun menjatuhkan talak satu ba'in

shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa  sebagian dari  dalil-dalil  gugatan Penggugat diakui

kebenarannya  oleh  Tergugat,  oleh  karenanya  berdasarkan  Pasal  311  RBg.,

pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti

untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri

maupun  dengan  pertolongan  orang  lain  yang  dikuasakan  untuk  itu,  maka

secara hukum dalil-dalil  gugatan Penggugat telah terbukti  kebenarannya, hal
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tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāẓ

al-Taqrīb karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

Artinya: “apabila  Tergugat membenarkan  gugatan terhadap  dirinya,  maka

Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat

adalah  karena  antara  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga,  maka sesuai  Pasal  22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  hakim  telah

mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  tersebut,  sudah  dewasa,  berakal

sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172

ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa keterangan kedua saksi  Penggugat  adalah fakta

yang dilihat sendiri  dan relevan dengan dalil-dalil  Penggugat, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil  sebagaimana telah

diatur  dalam Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa keterangan  kedua  saksi  Penggugat  bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat

untuk menghadirkan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak menyampaik

an alat bukti;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan

keterangan  saksi-saksi  di  atas,  maka  Hakim telah  menemukan  fakta  dalam

persidangan yang pada pokoknya adalah: 
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- bahwa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  karena  Tergugat

menjalin hubungan dengan wanita lain;

- bahwa kurang lebih 3 -  4 bulan ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1

Tahun  1974  bahwa  suami  isteri  wajib  saling  cinta-mencintai  hormat-

menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang

lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak

menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah

terjadi  perselisihan/pertengkaran  dan  berakhir  dengan  pisah  tempat  tinggal

yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan tanpa

ada  komunikasi  demi  keutuhan  dan  keharmonisan  rumah  tangga,  sehingga

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai  suami-istri  seakan-akan  telah

putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam

serumah  lagi  dan  tidak  ada  harapan  untuk  hidup  rukun  lagi/kembali,  maka

rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang,  bahwa  setiap  kali  persidangan,  hakim  telah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangga

yang  baik  dan  upaya  perdamaian  sudah  dilakukan,  termasuk  dari  pihak

keluarga;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya  Penggugat  tidak menginginkan untuk

meneruskan rumah tangga kembali dengan Tergugat;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,

hakim  berkesimpulan bahwa pokok gugatan Penggugat beralasan menurut

hukum,  yaitu  bahwa  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang  sulit  untuk

dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali

dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-

alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal  39 ayat
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(2)  huruf  (f)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974,  jo.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  serta  Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi  Hukum  Islam,  oleh  karenanya  gugatan  Penggugat  dapat

dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  dalil-dalil  syar’i  serta  peraturan  perundang-undangan

lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.  Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Tergugat)  kepada

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp

296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadlan Agama Sarolangun pada

hari Rabu tanggal  04 Desember  2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal  07

Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai

Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada  hari  itu  juga  oleh  Hakim  tersebut  dengan  dibantu  oleh  Mulyadi,  S.H.

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Mulyadi, S.H.

Hakim,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya: 
1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
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3. Panggilan : Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 296.000,00
(dua ratus sembilan puluh enam ribu 
rupiah)
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